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Artinya : “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah

berita gembira kepada orang-orang yang sabar” (QS. Al-Bagarah:155)
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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia
(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk
dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari
bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan

transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang di-gunakan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987,
sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide
Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| tidak dilambangkan o= Dl

o B Lk Th

< T L Dh

< Ts i ‘(koma menghadap keatas)
d J ¢ Gh

T H o F

& Kh 3 Q

2 D 4 K

3 Dz J L
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Hamzah (=) yang sering dilambangkan dengan alif, apa-bila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan,
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan
tanda koma di atas (), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “g”".

C. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis

3L
1

dengan “a”, kasrah dengan “1”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang

masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a)panjang =a Misalnyagld menjadi  géla
Vokal (i)panjang =i Misalnyagsd menjadi  qila
Vokal (u)panjang = 0 | misalnya 25 menjadi dlna

Khusus untuk bacaanya "nisbat, maka tidak boleh di-
gantikandengan‘?”’,melainkantetapditulisdengan‘iy”

agardapatmenggambarkanya’nisbatdiakhirnya.Begitu

[155]
1

jugauntuksuaradiftong,wawudanya’setelahfathahditulisdengan “aw”dan
“ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw)= —; Misalnya sd Menjadi gawlun

Diftong (ay) =-+ Misalnya #;, Menajdi khayrun
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D. Ta’ marbdthah ()

Ta’ marbithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,
tetapi apabila ta’ marblithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ¥ _¥s Jla s menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya < =<t
Menjadi ah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (¥) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh
berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhériy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla.
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan
menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab
dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu

ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:
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“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan
Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk
menghapuskan nepo-tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan
salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,
namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata
“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang
disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari
bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan,
untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan

bukan ditulis dengan “shalat”.
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ABSTRAK

Cintya Qonitatillah,13220156,Penggunaan Ojek Online Di Kota Malang
Persepektif Hukum Islam. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas
Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik lbrahim Malang.

Pembimbing: Dr.Suwandi, MH

Keberadaan jasa ojek online telah berkembang pesat di Indonesia termasuk
di Kota Malang. Beragam tanggapan muncul terkait dengan keberadaanya di
beberapa wilayah, ada yang sengaja dibiarkan atau diperbolehkan dengan alasan
belum ada peraturan secara khusus. Pemerintah dalam hal ini Menteri
Perhubungan pada tanggal 17 Desember 2015 sebenarnya telah mengeluarkan
Surat Pemberitahuan No. UM.3012/1/21/Phb/2015 yang menyatakan bahwa ojek
on-line semacam GO-JEK, Grab Bike, dan sebagainya sudah di perbolehkan
beroperasi.

Penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana Peran Dinas
Perhubungan Terhadap Penertiban Jasa Ojek Online Kota Malang Dalam
Ketiadaan Legalitas ? 2). Bagaimana Perspektif Hukum Islam Mengenai Peran
Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Jasa Ojek Online Kota Malang Dalam
Ketiadaan Legalitas ?

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum empiris yang
meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis
sosiologis. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara langsung.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data
kualitatif. Metode pengolahan data dengan melakukan upaya berikut; editing,
clasifiying, verifiying, dan analisis data

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan ojek online di kota
malang sampai saat ini belum ada izinnya oleh dinas perhibungan kota malang.
Atas status tidak diakuinya sebagai angkutan umum sehingga tidak bisa
memperoleh izin angkutan. Pembatalan surat pemberitahuan menteri perhubungan
no. Um.3012/1/21/phb/2015 oleh presiden memberikan pengecualian bagi ojek
online untuk dapat beroperasi sementara sampai pemerintah mampu menyediakan
moda transportasi yang memadai.

Kata kunci : Ojek Online, Legalitas Ojek Online,Akad ljarah, Dinas
Perhubungan Kota Malang.
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ABSTRACT

Cintya Qonitatillah,13220156, Legalitas Online Ojek Service In Malang City
Perspectives of Islamic Law.Thesis Department of Islamic Business Law,
Faculty of Sharia. State  Islamic University (UIN) Maulana  Malik
Ibrahim.

Supervisor: Dr. Suwandi, MH

The existence of online motorcycle taxi services has been growing rapidly
in Indonesia including in the city of Malang. Various responses appear to be
related to the presence in some areas, some are deliberately left or allowed on the
grounds there is no specific regulation.government in this case the minister of
communications on 17 December 2015 actually has issued notification letter No.
UM.3012/1/21/Phb/2015 which states that online motorcycle taxis like GO-JEK,
Grab Bike, and most of them are allowed to operate.

This research there is formulation of problem that is: 1). How The Role Of
The Department Of Transportation To The Control Of Online Ojek Service Of
Malang City In The Absence Of Legality ? 2). How Islamic Legal Perspective
Regarding the Role of the Department of Transportation Against Ordering Online
Ojek Service Malang City In Lack of Legality?

The study classified into  the types of empirical legal research that
examines the  phenomenon  of law. The approachused is the juridical
sociological approach. The method of primary data collection through a live
interview. Methods of data analysis used in the study is the analysis of qualitative
data. Method of processing data by performing the following attempts; editing,
classifying, verifying, and data analysis.

The results of this study indicate that the existence of an online motorcycle
taxis in the city of Malang until now there has been no permission by the
transportation office of Malang city. The status is not recognized as a public
transport so it can not get a transport permit. Cancellation of notification letter of
the Minister of Transportation No. Um.3012 / 1/21 / phb / 2015 by the president
gives an exception to the online motorcycle taxi to be able to operate temporarily

until the government is able to provide adequate transportation modes.

Keywords: Raw Clause, Parking Services, consumerprotection law, Sharia,
Office of transportation Contract of Malang.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman
bagi kehidupan manusia baik spiritual materialisme, individu sosial, jasmani
rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan
kesebandingan. Didalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-
pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis
besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi
perkembangan perekonomian dikemudian hari. Islam juga mengatur berbagai
macam aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun
muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah

(igtisadiyah) ekonomi Islam, seperti yang sudah di sebutkan dalan ayat ini :

’///, g {ﬂ/ . ,i 1l /,// =4 }// - /. //&// : {/ }} .’: ‘-
MJF%AMJY‘LJ»)VQ%M WDQJJKM@
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Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami
adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan, amat sedikitlah kamu

bersyukur. (Surat Al-A raaf Ayat 10).

Menurut istilah syara’, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal
yang berhubugan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua
macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit.
Muamalah dalam pengertian luas ialah segala peraturan yang diciptakan Allah
SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan
kehidupan. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit Menurut Idris
Ahmad dalam buku fikih muamalah karangan Sohari Sahrani dan Ruf’ah
Abdullah, bahwa muammalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur
sehubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-
alat keperluan jasmani nya dengan cara yang paling baik. Jadi, pengertian
muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk
mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan
sosial.

Kegiatan dalam bermuamalah yang sering dilakukan manusia adalah Al-
ljarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership
atau milkiyah) atas barang itu sendiri. Hadits riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar,
bahwa Nabi bersabda:

A e Gaan o 08 57T et ) e
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“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”,Riwayat Ibn

Majah dari Ibnu Umar 1

Maksudnya dalam melakukan transaksi sewa menyewa barang atau pun
jasa, dalam hal pemberian upah mengupah harus sesegera memberikan upahnya
dan tidak boleh menunda-menunda, karena itu sudah kewajiban para penyewa
untuk memberikan upah sebagai ganti jasa transportasi.?

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi
juga turut berkembang dengan pesat, sehingga memacu manusia untuk berfikir
lebih modern dan menghasilkan perubahan-perubahan baru (revolusi), salah
satunya adalah bidang bisnis. Bisnis merupakan peranan yang sangat penting di
dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Namun, dalam pikiran mereka juga
ada semacam ketidakpastian apakah praktik-praktik bisnis mereka benar menurut
pandangan Islam.

Tingkat perkembangan ekonomi dunia ini ditandai dengan arus mobilitas
penduduk yang semakin meningkat seiring dengan tingginya lalu lintas uang dan
barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya persaingan bisnis.
Indonesia mempunyai banyak perusahaan besar yang menawarkan berbagai
produk, baik barang maupun jasa. Kebutuhan yang meningkat akan sarana
transportasi yang berusaha dipenuhi oleh jasa transportasi dapat menunjang
pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Untuk dibidang jasa, salah satu

kebutuhan dalam kehidupan manusia yang tak kalah penting adalah jasa

'Hadits Riwayat Ibn Majah Dan Ibnu Umar
“Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),
hal 5.
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transportasi, diantaranya yaitu Ojek Online. Banyak penduduk yang saling
mengirimkan barang dari lokasi tertentu ke lokasi lainnya, sehingga jasa
transportasi menjadi peranan sangat penting dalam masyarakat untuk menunjang
perekonomian, dan juga ada masyarakat dengan memanfaatkan angkutan umum
sebagai kendaraan bermotor untuk mengantarkan ke suatu tempat tujuan.®

Pentingnya jasa transportasi (Ojek Online)sebagai transportasi pribadi
dalam menunjang perkembangan ekonomi adalah meningkatkan hubungan
diantara manusia, yaitu penyewa kendaraan dan pemilik kendaraan untuk
menjalankan kerjasama sewa-menyewa sesuai dengan ajaran Islam secara
transparan. Transportasi pribadi merupakan pilihan jenis transportasi yang banyak
dipilih oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Perbedaannya adalah
jika ojek online konsumen yang memesan jasa ojek melalui sebuah aplikasi
smartphone yang terhubung internet sedangkan ojek seperti pada umumnya tidak
menggunakan online dan tidak perlu memesan terlebih dahulu. Faktor penyebab
banyak masyarakat yang menggunakan moda transportasi pribadi dikarenakan
lebih nyaman, lebih aman, dan selain itu akhir-akhir ini banyak tersedia kendaraan
bermotor yang dibandrol dengan harga murah. Berbanding terbalik dengan moda
transportasi publik yang tersedia saat ini masih banyak yang tidak memenuhi
standar kelayakan uji KIR, tidak nyaman, dan tidak aman.

Kehadiran ojek online di kota-kota besar bahkan di kota-kota kecil
dikarenakan ojek online memiliki keunggulan yang lebih dari taxi online.

Keunggulan tersebut yaitu ojek online lebih murah dan cepat dalam mengantarkan

*Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1995), hal 95.
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barang dan atau orang ke tempa tujuan dibandingkan taxi online, karena ojek
online menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor notabene nya sepeda
motor mampu melewati jenis berbagai macam rintangan yang tidak mudah dilalui
oleh jenis kendaraan lain seperti jalan yang sempit mampu melewati kemacetan
yang sering dijumpai di kota-kota besar.

Ketersediaan jasa transportasi berkorelasi positif dengan kegiatan ekonomi
dan pembangunan dalam masyarakat. Jasa transportasi mempunyai peranan yang
sangat penting bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas
manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya
ekonomi secara optimal yang berarti kegiatan produksi dilaksanakan secara efektif
dan efisien, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, untuk
selanjutnya kesenjangan antar daerah dapat ditekan serendah mungkin.

Ojek online sampai dengan saat ini masih tidak dapat dikategorikan
sebagai perusahaan angkutan umum karena ojek online menggunakan alat angkut
berupa sepeda motor, yang oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan tidak termasuk dalam jenis kendaraan bermotor umum.
Namun mengenai legalitas beroperasinya ojek online dapat mengacu pada
peraturan mengenai Perseroan Terbatas, karena pada peraturan tersebut ojek
online dianggap telah legal dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan.
Mengenai status ojek online tidak termasuk angkutan umum, ojek online tetap
bertanggung jawab terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan seperti halnya
angkutan umum lainnya, seperti pemberian santunan atau asuransi terhadap

penumpang. Upaya penyelesaian sengketa konsumen yang melibatkan penum-
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pang dengan perusahaan ojek online dapat dilakukan secara non litigasi maupun
litigasi, dimana non litigasi melalui lembaga di luar pengadilan yaitu BPSK dan
LPSK, sedangkan secara litigasi melalui pengadilan umum. Sebelum melalui
lembaga diluar pengadilan (non litigasi) dapat diselesaikan secara musyawarah
kekeluargaan.*

Keberadaan jasa ojek online telah berkembang pesat di Indonesia termasuk
di Kota Malang. Pertengahan tahun 2016, wajah transportasi umum di Kota
Malang mulai berubah. Sejak tahun lalu, di jalanan Kota Malang berseliweran
pengendara motor mengenakan jaket hijau bertuliskan Go-Jek. Ya, Malang
berubah seperti halnya kota-kota lain di Indonesia bahkan dunia. Sudah Ada
layanan transportasi berbasis aplikasi online. Usai Go-Jek, dua aplikasi online lain
yakni Grab dan Uber mulai singgah di Kota Pendidikan ini. Aplikasi transportasi
online menjadi pilihan warga Malang meski angkutan umum (angkot) menolak
kehadiran transportasi online hingga melakukan aksi demo dan mogok massal.
Beragam tanggapan muncul terkait dengan keberadaannya di beberapa wilayah,
ada yang sengaja dibiarkan atau diperbolehkan dengan alasan belum ada peraturan
secara khusus. Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan pada tanggal 17
Desember 2015 sebenarnya telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan
No0.UM.3012/1/21/Phb/2015 yang menyatakan bahwa ojek on-line semacam GO-
JEK, Grab Bike, dan sebagainya sudah diperbolenkan beroperasi. Surat
Pemberitahuan ini mendapat respon langsung dari Presiden Joko Widodo yang

kemudian meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk segera

*Muhammad Syafi’l Antonio,Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, ( Jakarta: GIP,2002), hal 92.
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membatalkannya dengan alasan layanan ojek online masih dibutuhkan

masyarakat.

Terkait dengan pengawasan dan perizinan, sesuai dengan Undang-undang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas

Perhubungan memiliki peran atau wewenang dalam pembinaan lalu lintas dan

angkutan jalan diantaranya meliputi:

1. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan
provinsi dan kabupaten atau kota yang jaringannya melampaui batas wilayah
kabupaten atau kota;

2. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan
angkutan umum di provinsi; dan

3. pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.

Moda transportasi berupa ojek online Kkini telah hadir dan beroperasi di

Kota Malang. Dalam hal ini, bagaimana legalitas nya jasa transportasi pribadi

dalam izin serta pengawasannya seperti apa yang kemudian akan diperuntukkan

untuk ojek online sehingga dapat beroperasi di suatu wilayah khususnya Kota

Malang dan Peran Pemerintah Kota Malang. Hal ini Dinas Perhubungan sangat

diperlukan sebagai instansi yang berwenang melaksanakan aturan Perda tersebut,

atas keberadaan ojek online di wilayah Kota Malang. Poin-poin tersebut di atas
membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penggunaan

Ojek Online Di Kota Malang Persepektif Hukum Islam.

5

MenhubLarangGojek, Jokowi: Aturan Jangan Bikin Rakyat
Susah,"http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20151218111258-185-99074/menhub-larang-gojek-
jikowi aturan-jangan-bikin-rakyat -susah/.
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B. Rumusan Masalah
Di dalam penelitian ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan
teliti agar di dalam penelitiannya dapat memberikan arah yang menuju pada
tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan
masalah yang menjadi pokok pembahasan didalam penelitian proposal ini agar
dapat terhindar dari ketidakkonsistenan di dalam penelitian. Berdasarkan latar
belakang tersebut diatas, maka peneliti membatasi pembahasan ini pada pokok
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana Praktek Penggunaan Kendaraan Roda Dua Untuk Ojek Online Di
Kota Malang?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kendaraan Roda
Dua Untuk Ojek Online Di Kota Malang?
C. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah :
1. Untuk Mengetahui Praktek Penggunaan Kendaraan Roda Dua Untuk Ojek
Online Di Kota Malang.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kendaraan
Roda Dua Untuk Ojek Online Di Kota Malang.
D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini, manfaat utama dari penelitian ini diharapkan tercapai
secara teoritis dan praktis.
1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran di bidang keilmuan, yang menyangkut peran Dinas Perhubungan

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Kota Malang atas legalitas jasa ojek online dan kepada para peneliti
selanjutnya untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang terbaru.
. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran teoritikal dan kritikal bagi Pemerintah dalam hal melakukan

kegiatan pembenahan penyelenggaraan transportasi di Kota Malang.

. Definisi Operasional

Legalitas yaitu suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi
batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.

. Jasa yaitu setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu
pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan
perpindahan kepemilikan apapun.

. Ojek Online yaitu jasa transportasi pribadi berkendaraan bermotor roda dua
yang aktivitasnya dengan menggunakan aplikasi smartphone secara internet.

. Hukum Islam yaitu doktrin (kitab) syar’i yang bersangkutan dengan perbuatan
orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa
ketetapan (tagrir).

Kota Malang

Suatu wilayah dimana ojek online yang saat ini sedang beroperasi.

. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap

permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari
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sub bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan
dari pembahasan masalah yang ada.

Bab | : Pendahuluan, merupakan bab yang menjelaskan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 11 : Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat
hal yang baru, maka peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu
perbandingan dari penelitian ini. Dari kajian teori diharapkan sedikit memberikan
gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek
penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan
yang diteliti. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk
menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.
Bab 111 : Metode penelitian adalah suatu langkah umum penelitian yang harus
diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian
inti dari penelitian. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan
yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk
mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk
mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan
berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang
proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang

diangkat oleh peneliti.
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Bab 1V : Setelah data diperoleh dan diolah dengan menggunakan lima tahapan,
maka pada bab ini, akan disajikan dalam bentuk mendeskripsikan “Penggunaan
Ojek Online Di Kota Malang Perspektif Hukum Islam”. Sehingga hasil yang
diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi.

Bab V : Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang
kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini

dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang
berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Disamping itu,
menambah referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan
dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan
dengan penelitian, antara lain :

1. Skripsi yang berjudul "Peran Dinas Perhubungan Provinsi DIY Atas Legalitas
Jasa Ojek Online Berdasarkan Perda DIY No.1 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Atas Perda DIY No.10 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi DIY ™
dilakukan oleh Anwar Afandi (2016), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam

penelitian ter sebutkan menyimpulkan bahwa tidak mudah untuk menegakkan

12
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aspek legalitas semudah membalikkan telapak tangan, karena pada
kenyataannya tidak terjadi masalah dan diketahui fenomena ojek online tidak
hanya menjadi isu regional atau nasional saja akan tetapi sudah menjadi
global. Pada faktanya ojek telah ada sejak dulu, diterima dan diakui oleh
masyarakat sebagai angkutan alternatif. Sehingga lebih diutamakan pada asas
tujuan atau kemanfaatannya (doelmatigheid).®

Skripsi yang berjudul "Analisis Legalitas dan Kelayakan Finansial
Operasional Angkutan Ojek di Kabupaten Sidoarjo™ oleh Dillah Joedi W.R,
dkk (2012) Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dalam penelitian
tersebut menyimpulkan secara keseluruhan tentang ojek dari karakteristik,
aspek penawaran permintaan dan aspek legalitas nya, serta bagaimana
memformulasikan sebuah regulasi tentang ojek. Dalam peraturan-perundangan
memang ada beberapa daerah yang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda)
mengenai aturan tentang ojek seperti di Kabupaten Majene, Dompu dan Kota
Palopo. Penelitian ini diharapkan dapat memformulasikan suatu regulasi
tentang keberadaan ojek di Kabupaten Sidoarjo yang kemudian dapat
memberikan status atau kepastian hukum atas keberadaan ojek.’

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi
Online Go-jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musharakah

Yang Diterapkan Oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya”. Oleh

®Anwar Afandi,"Peran Dinas Perhubungan Provinsi DIY Atas Legalitas Jasa Ojek Online
Berdasarkan Perda DIY No.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda DIY No.10 Tahun
2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di
Provinsi DIY ", skripsi, (Yogyakarta:Uin Sunan Kalijaga, 2016)

"Dillah Joedi W.R, Analisis Legalitas dan Kelayakan Finansial Operasional Angkutan Ojek di
Kabupaten Sidoarjo, Laporan Penelitian, Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh
November Surabaya, 2012.
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Niamatus Sholikah (2016). UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian

tersebut menyimpulkan praktik jasa transportasi online berdasarkan contract

drafting oleh Pt. Go-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya yaitu melalui

aplikasi Gojek yang sudah diinstal dengan menekan tombol Go-Ride yang

selanjutnya masuk pada menu transport, kemudian mengisi alamat asal dan

tujuan dengan jelas untuk mengetahui transparan pricing yaitu kejelasan harga

lagi, tanpa sepengetahuan perusahaan, driver menambah keuntungan dengan

cara melayani penumpang tanpa melalui aplikasi.®

Untuk memudahkan kita memahami secara detail dan singkat, penulis

menyusun tabel perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu sebagai berikut

No Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
1. | Skripsi Peran Dinas | Sama pada objek | lebih
Anwar Perhubungan  Provinsi | penelitian  yaitu | mengutamaka
Afandi, UIN | DIY Atas Legalitas Jasa | legalitas ojek | n pada asas
Sunan Ojek Online Berdasarkan | online. Dan juga | tujuan atau
Kalijaga Perda DIY No.1 Tahun | melakukan kemanfaatan-
Yogyakarta, 2008 Tentang Perubahan | penelitian nya
Tahun 2016 Atas Perda DIY No.10 | lapangan atau
Tahun 2001 Tentang | empiris
Penyelenggaraan
Angkutan Orang Di
Jalan Dengan
Kendaraan Umum Di
Provinsi DIY
2. | Skripsi Dillah | Analisis Legalitas dan | Sama pada objek | fokus
Joedi W.R, Kelayakan Finansial | penelitian  yaitu | menganalisa
dkk Institut Operasional  Angkutan | legalitas. Dan | aspek
Teknologi Ojek  di  Kabupaten | juga melakukan | legalitasnya
Sepuluh Sidoarjo penelitian
November lapangan atau
Surabaya, empiris
Tahun 2012

® Niamatus Sholikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-jek
Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musharakah Yang Diterapkan Oleh Pt. Gojek

Indonesia Cabang Tidar Surabaya” , SKripsi, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2016).
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3. | NiamatusShol | Tinjauan Hukum Islam | Sama sama Lebih fokus
ikah.UIN Terhadap Jasa | membahas kepada
Sunan Ampel | Transportasi Online Go- | tentang ojek praktik jasa
Surabaya. jek Berdasarkan | online transportasi
Tahun 2016. | Contract Drafting online
Dengan Akad berdasarkan
Musharakah Yang contract
Diterapkan  Oleh  Pt. drafting oleh
Gojekindonesia Cabang Pt. Go-Jek
Tidar Surabaya

B. Kajian Pustaka

Untuk menjelaskan pengertian dari judul penulisan skripsi ini, maka

peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah saja dalam penulisan skripsi yang

berjudul penggunaan ojek online di Kota Malang perspektif hukum Islam.

Pembahasan ini berdasarkan teori yang sudah ada yaitu:

1.

Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan merupakan salah satu sarana untuk memperlancar roda
perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka
memantapkan perwujudan wawasan nusantara, meningkatkan serta
mendukung pertahanan dan keamanan negara yang selanjutnya dapat
mempererat hubungan antar bangsa.’

Pengangkutan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan dan
tercermin pada pengaruh penyelenggaraannya kepada semua aspek kehidupan
bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa pengangkutan

bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta keluar negeri.

°Hasyim, Farida, HukumDagang, (Jakarta: SinarGrafika, 2009), h. 67
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Menurut Soegijatna Tjakranegara, pengangkutan adalah memindahkan
barang atau commodity of goods dan penumpang dari suatu tempat ketempat
lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi
masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-
barangnya.

Sution Usman Adji menyatakan bahwa, pengangkutan adalah
perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun orang, karena
perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meningggikan manfaat
serta efisien.'

H.M.N Perwosutjipto mengatakan bahwa, pengangkutan adalah
perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana
pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang
dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat,
sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.™*

Pada dasarnya dapat diketahui bahwa, permintaan angkutan
diakibatkan oleh hal-hal:

a. Kebutuhan manusia untuk bepergian dari lokasi lain dengan tujuan
mengambil bagian di dalam suatu kegiatan, misalnya bekerja, berbelanja,
kesekolah dan lain-lain.

b. Kebutuhan angkutan barang untuk dapat digunakan atau dikonsumsi di

lokasi lain.

°SutionUsmanAdji, DjokoPrakoso, HukumPengangkutan di Indonesia, (Jakarta: RinekaCipta,
1990), h. 6-7

"'H.M.N Purwosutjipto, PengantarPokokHukumDagang Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1981),
h.2
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Pengangkutan merupakan kata yang memiliki kata dasar angkut, yang
oleh hukum positif Indonesia diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang
nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Angkutan
merupakan perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain
dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Konsep
pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu:

a. Pengangkutan sebagai usaha
Pengangkutan sebagai usaha adalah kegiatan usaha dibidang jasa
pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik.

b. Pengangkutan sebagai perjanjian
Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara
pihak Pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesempatan
tersebut pada dasarnya berisi hak dan kewajiban, baik pengangkut dan
penumpang maupun pengirim.

c. Pengangkutan sebagai proses penerapan
Pengangkutan sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari
pemuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian
dibawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan
dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.*?

d. Manfaat Pengangkutan

1) Sosial Manfaat

2 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
1998), h. 12
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Transportasi memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia yang

meliputi kehidupan sosial atau bermasyarakat dengan bentuk hubungan

yang bersifat resmi, seperti hubungan antara lembaga pemerintah

dengan swasta, maupun hubungan yang bersifat tidak resmi, seperti

hubungan keluarga, sahabat, dan sebagainya. Transportasi sangat

membantu dalam menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan,

seperti :

a) Pelayanan untuk perorangan maupun kelompok

b) Pertukaran dan penyampaian informasi

c) Perjalanan pribadi maupun sosial

d) Mempersingkat waktu tempuh

e) Mendukung perluasan kota atau penyebaran penduduk menjadi
kelompok-kelompok yang lebih kecil.

Manfaat ekonomi

Tujuan dari kegiatan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia

dengan menciptakan manfaat dikarenakan pengangkutan merupakan

salah satu jenis kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan

kebutuhan manusia melalui cara mengubah letak geografi orang

maupun barang. Dapat diketahui bahwa, dengan adanya pengangkutan,

bahan baku dibawa ketempat produksi dan dengan pengangkutan pula

hasil produksi dapat dibawa kemanapun.
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3) Manfaat Politik

Dalam pengangkutan, ada beberapa manfaat politik seperti:
1) Pengangkutan menciptakan persatuan nasional yang semakin kuat,
2) Pengangkutan mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat dapat
dikembangkan atau diperluas secara lebih merata, 3) Keamanan negara
sangat tergantung pada pengangkutan yang efisien untuk memudahkan
mobilisasi kemampuan dan ketahanan nasional, 4) Sistem
pengangkutan yang efisien memungkinkan perpindahan penduduk.

a) Asas Pengangkutan

Pada dasarnya asas hukum pengangkutan diklasifikasikan menjadi

dua landasan filosofis yakni:

(1) Bersifat publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang
berlaku dan berguna bagi semua pihak seperti pihak-pihak
dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan
pengangkutan, dan pihak pemerintah (penguasa).

(2) Berkaitan dengan hal tersebut, asas yang bersifat publik
tercantum pada pasal 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni:

b) Asas manfaat

Setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang

sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan

rakyat dan pengembangan per kehidupan yang berkesimbangan
bagi warga negara.

c) Asas usaha bersama dan kekeluargaan
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Penyelenggaraan usaha pengangkutan dilaksanakan untuk
mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya
dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai
semangat kekeluargaan.

Asas adil dan merata

Penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan
yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan
biaya yang terjangkau oleh masyarakat

Asas keseimbangan

Penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang
serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna
dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat
serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Asas kepentingan umum

Penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan
kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.

Asas keterpaduan

Pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh,
terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun
antara moda pengangkutan.

Asas kesadaran hukum

Pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum

serta mewajibkan kepada setiap warga Negara Indonesia agar
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selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan
pengangkutan.

Asas percaya pada diri sendiri

Pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan
kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian
bangsa.

Asas keselamatan penumpang

Pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi
kecelakaan.

Sedangkan untuk asas yang bersifat privat menurut pasal 43

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan

jalan. Pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak-pihak.

Berdasarkan ketentuan ini, maka asas-asas yang bersifat perdata adalah

sebagai berikut:

a) Asas konsesual

Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup
dengan kesepakatan pihak-pihak, tetapi untuk menyatakan bahwa
perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan

atau didukung oleh dokumen angkutan.

b) Asas koordinatif

Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara
atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang

lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan
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perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut bukan
bawahan penumpang atau pengirim barang. Pengangkutan adalah
perjanjian pemberian kuasa.

Asas campuran

Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian yaitu
pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan
dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian
ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam
perjanjian pengangkutan.

Asas retensi

Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak
retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan.
Pengangkutan hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang
atas biaya pemiliknya.

Asas pembuktian dengan dokumen

Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan,
tidak ada dokumen angkutan, berarti tidak ada perjanjian
pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum,
misalnya pengangkutan dengan angkutan kota tanpa tiket atau
karcis penumpang.®?

Sedangkan untuk yang bersifat perdata merupakan landasan hukum

pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua belah

Y AbdulKadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung: PT. Citra Aditya Baki,

1998), h. 17
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pihak dalam pengangkutan niaga seperti pengangkut, penumpang,
dan pengirim barang.
Pengertian Ojek Online

Di Indonesia jenis transportasi ada tiga, yaitu transportasi darat,
transportasi udara dan transportasi laut. Dari ketiga jenis tersebut maka,
transportasi darat lah yang merupakan media yang paling sering digunakan
oleh penumpang bila dibandingkan dengan transportasi lainnya. Sepeda
motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi namun dewasa ini
sepeda motor juga melakukan fungsi sebagai angkutan umum yaitu
mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang telah
disepakati. Transportasi tersebut dikenal dengan nama ojek.

Peter Salim dan Yenny Salim menyebutkan bahwa ojek adalah sepeda
atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan
penyewanya.'*

Ojek Online Sebagai Kendaraan Bermotor Umum

Pengertian angkutan menurut pasal 1 angka 3 UULLAJ adalah
perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.

Syarat Sebagai Pengangkut
Penyelenggaraan pengangkutan oleh pengangkut dianggap telah sah

setelah memenuhi persyaratan, yaitu memiliki ijin usaha angkutan,

“Peter SalimdanYennySalim, KamusBahasa Indonesia, (Jakarta, 1991), h. 38
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mengasuransikan orang dan/atau barang yang diangkut serta layak untuk
dipakai bagi kendaraan yang dioperasikannya.

Sebagaimana dimaksud, maka khusus syarat memiliki izin usaha
angkutan, Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui keputusan
Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
mengatakan bahwa, untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenubhi
persyaratan:

a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan
usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi,
tanda jati diri bagi pemohon perorangan

c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan

d. Memiliki surat izin tempat usaha

e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai lima kendaraan
bermotor untuk pemohon yang berdomisili di Pulau Jawa, Sumatera, dan
Bali.

Syarat Penyelenggara Angkutan Umum

Dalam pasal 138 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu
lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa, ayat (1) angkutan umum
diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat,

aman, nyaman dan terjangkau, ayat (2) pemerintah bertanggung jawab atas

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



25

penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(3) angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan
kendaraan bermotor umum.
Tanggung Jawab Pengangkut

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 234 ayat (1)
menyebutkan bahwa pemilik, penyedia jasa angkutan umum bertanggung
jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang.
Sedangkan pada pasal 234 ayat (1) menyebutkan bila terjadi kecelakaan
sampali terjadinya kematian maka pihak pengemudi, penyedia jasa angkutan
umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan
dan biaya pemakaman dengan menghilangkan tuntutan perkara pidana
Asas legalitas

Istilah asas legalitas dalam Hukum Pidana "nullumdelictum sine
praevialegepoenali” (tidak ada hukuman tanpa undang-undang), di dalam
Hukum Administrasi Negara juga dikenal istilah asas legalitas "dat het
bestuur aan de wet is onderworpen"(bahwa pemerintah tunduk kepada
undang-undang). Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang
sering dirumuskan dengan ungkapan "het beginsel van wetmatigheid van
bestuur" yaitu prinsip keabsahan pemerintahan.™

H.D Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa

prinsip keabsahan pemerintahan mengandung tiga aspek, yaitu:'®

PRidwan HR, HukumAdministrasi Negara, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h. 91
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a. Aspek Negatif
Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan adalah
tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.

b. Aspek Formal-Positif
Aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki
kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-
undang.

c. Aspek materiil positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan
umum Yyang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa
kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga
bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.

8. Teori Good Governance atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

(AAUPB)

Salah satu tolok ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah itu
sejalan dengan negara hukum atau tidak adalah dengan menggunakan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Merupakan nilai-nilai etik
yang hidup dalam Hukum Administrasi Negara, berfungsi sebagai pegangan
bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya.

a. Asas Kebijaksanaan
Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan

pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



27

kebijaksanaan tanpa harus berpaku pada peraturan perundang-undangan
formal. Karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis
itu selalu membawa cacat bawaan yang berupa tidak fleksibel dan tidak
dapat menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman,
sementara perkembangan masyarakat itu bergerak dengan cepat dan
dinamis.

b. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum
Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam menjalankan tugasnya
selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang
mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini merupakan
konsekuensi atas dianutnya konsepsi negara hukum modern (welfare
state), yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggung
jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya.
Pada dasarnya pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan harus
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas
legalitas), tetapi karena ada kelemahan dan kekurangan asas legalitas
tersebut, pemerintah dapat bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk
menyelenggarakan kepentingan umum.

Teori perizinan

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu

persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara

umum dilarang. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge membagi pengertian

dalam arti luas dan sempit sebagai berikut :
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Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam
Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana
yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan
pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-
ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa
memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.Ini menyangkut perkenanbagi
suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan
khusus atasnya.

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan
izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang
untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-
keadaan yang buruk. Pada pokoknya adalah bahwa suatu tindakan
dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-
ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti
diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah
hanya untuk memberi perkenan dalam keadaan yang sangat khusus, tetapi
agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara

tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

10. Teori Pengawasan

Menurut Prayudi Atmosudirjo, pengawasan adalah proses kegiatan-

kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau
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diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau
diperintahkan. *" Lyndal F. Urwik berpendapat bahwa pengawasan adalah
upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan. George R. Terry mengemukakan
bahwa pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu
standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu
melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana
yaitu selaras dengan standar.*®
Pengawasan dilihat dari segi sifat pengawasan terhadap objek yang
diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu:*°
a. Pengawasan dari segi Pengawasan dari segi hukum
(rechtmatigheidstoetsing), misalnya pengawasan yang dilakukan oleh
badan peradilan pada prinsipnya hanya menitikberatkan pada segi
legalitas.Contoh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai
sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah.
b. Pengawasan dari segi kemanfaatan (doelmatigheidstoetsing), selain
bersifat legalitas juga lebih menitikberatkan pada segi penilaian

kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.

Yprayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1981), him.80.

8«Teori Pengawasan’ http://www.negarahukum.com/hukum/teoripengawasan.html, akses 22 juli

2017 Pukul 17.12 wib.
Ysaiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, (Medan:Glora Madani Press,
2004),him 129,
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C. Konsep Akad ljarah
1. Pengertian ljarah
Secara bahasa berasal dari kata Al Ajru yang berarti 4/ 'Iwadhu yang
dalam bahasa Indonesianya adalah ganti atau upah. Al ljarah adalah akad
pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa,
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership atau milkiyah) atas
barang itu sendiri.?°
Menurut pengertian syara’: Al ljarah ialah ”Suatu jenis akad untuk
mengambil manfaat dengan jalan penggantian.”21
2. Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum ijarah adalah Al-Qur’an, assunah dan al-

ijma’**Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur’an®adalah :

... jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah
kepada mereka upahnya, ... (at-talaq 6)

po

- 2,
2 o

/,/,/c"’ 0 N = ), 9/9,.: /5‘-/ P ) 9/:
ngj_]\ufrx.Ju.nﬂ} L )l Oﬁri:.gu‘g,‘.gl‘_i La.@.')d}ldb
2 E o<

@ oY

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah
ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya

?°Syafi’i Antonio, Muhammad, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (GIP,2001)

Z1sayyid Sabig, Fikih Sunnah (Al-Ma’arif,1987)

*’Hendi Suhendi,Figh Muamalah. Eds, 3 (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007)h. 116-117
ZAl-Qur’an Dan Terjemahannya Departemen RI, Jakarta Bumi Restu, 1997
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orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)
ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (al-qoshos 26)

Dasar hukum ijarah dari hadits adalah
e L u\J.”.io,-,-f ‘g\ | ot f

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (riwayat ibnu

majah)

St adads vl e
“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
upahnya.”(riwayat ‘Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al
Khudri)

c\-@-ﬁs‘-wb-\mb)&))\ ;g\ﬂ\&;wupﬂ\‘_gﬁ\s
@ﬁu\up\gws‘;g@)m) \Wm\d}l}ts@

4—.93)\ u.za.»

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil
pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal
tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas
atau perak. (riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqgash)

Landasan ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang
ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’i ini, adapun beberapa orang
diantara mereka berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak di anggap.

3. Pembagian Jenis ljarah

Dilihat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam,

yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

*Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiny, Sunan Ibnu Majah, Jilid 11 (Beirut:Dar Al-
Fikr,2004),h.20
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Ijarah bersifat manfaat
Jenis ijarah yang bersifat manfaat diatur dalam KHES pada bagian
ketahui jenis ma’jur pasal 318
(1) benda yang menjadi obyek ijarah harus benda yang halal atau
mubah.
(2) benda yang dijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan
menurut syari’at.
(3) setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli dapat dijadikan
obyek ijarah.
ljarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, ijarah semacam ini
diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan
lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). ljarah yang
bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah
tangga, tukang kebun dan satpam.?

Dalam pengoperasiannya, ijarah dapat dalam bentuk Operating Lease

dan Financial Lease.

1) Operating Lease: Pemindahan hak guna atas barang atau jasa,
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan.

2) Financial Lease: Perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau

lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang

»M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. (Jakarta: Pt.Raja Grafindo

Persada,2003)h.236

32
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di tangan si penyewa.?*Disebut juga (Al-ljarah Al Muntahia Bit-
Tamlik).
Pada umumnya bank lebih banyak menggunakan ljarah
Muntahiyah Bit Tamlik karena lebih sederhana pembukuannya dan
tidak mengurus pemeliharaan asset baik ketika saat disewa atau pun
setelah akad berakhir.
4. Rukun dan Syarat ljarah
Sebagai suatu transaksi umum ijarah baru dianggap sah apabila telah
terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum dalam
transaksi-transaksi lainnya. Sewa menyewa harus memenuhi ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:
a. Rukun Sewa Menyewa
1) Orang yang berakad
Dalam KHES rukun sewa menyewa atau ijarah bagian orang
yang berakad dibahas pada bagian pertama Pasal 295 yaitu:
a) musta jir atau pihak yang menyewa;
Musta ’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan
sesuatu dan yang menyewakan sesuatu.
b) mu ajir atau pihak yang menyewakan;
Mu’jir adalah orang yang memberikan upah dan yang
menyewakan.

¢) ma juratau benda yang diijarahkan;dan?’

*°M. Syafi’l Antoni0, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek(GIP,2002)
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Ma’jur atau objek ijarah adalah jasa, baik dalam bentuk tenaga
atau benda yang digunakan disebut (ma jur)
d) akad
Secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan
dengan mu ahadzah’ intifa’, akad atau kontrak. Akad adalah
suatu perikatan antara ijab dan gabul dengan cara yang
dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum
pada obyek. Suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad
berupa ijab dan gabul adalah permulaan penjelasan yang keluar
dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya
dalam mengadakan akad ijarah.?®Dalam hukum perikatan islam,
ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari
pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Sedangkan gabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari
pihak yang berakad pula (musta jir) untuk penerimaan kehendak
dari pihak pertama, yaitu setelah adanya ijab. Sedangkan syarat-
syaratnya sama dengan syarat ijab gabul dalam ijarah harus
menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.”
2) Shighat akad (ijab kabul)
Sighat dalam rukun ijarah di dalam KHES di bahas pada pasal 296

a) Sighat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas.

“’Hendi Suhendi,Figh Muamalah. Eds, 1Cet. 9 (Jakarta:Raja Wali Pers,2014)h. 117
%Hendi suhendi, Figh Muamalah. h. 116-117
*Syaifullah Aziz, Figh Ialam Lengkap. (Surabaya: Asy,Syifa’, 2005)h.378
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Shigat akad harus menggunakan kalimat yang jelas yaitu kalimat
yang tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang
berkata “aku serahkan batang ini”, kalimat tersebut masih kurang
jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah benda
tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan.
Jadi, dalam mengucapkan shigat akad ijarah harus jelas dan
tidak menimbulkan pertanyaan lain.
Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau
isyarat.
Dalam berakad, mengucapkan dengan lidah merupakan salah
satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga
cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.
Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam
akad yaitu dengan cara:
(1) Dengan cara tulisan (kitabah),misalnya dua aqid berjauhan
tempatnya, maka ijab gabul boleh dengan cara kitabah. Atas

dasar inilah para fugaha membentuk kaidah:

olldis” 1,LS)
Tulisan itu sama dengan ucapan.

(2) Isyarat, bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan gabul
tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan,
misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab

gobul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca
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tidak dapat melakukan ijab gabul dengan ucapan dan dengan

tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca

tidak dapat melakukan ijab gabul dengan ucapan dan dengan
tulisan. Dengan demikian, gabul atau akad dilakukan dengan
isyarat. Maka buatlah kaidah berikut:

Ol OLIS™ o =33 alls Lis !

Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah

3) Ujrah (upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta jir atau jasa yang
telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu jir. Mengenai ujrah
(upah) dibahas dalam pasal 307 ayat (1) jasa penyewaan dapat
berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan
kesepakatan. Untuk jasa dalam ijarah berupa uang surat berharga dan
atau benda lain itu merupakan syarat-syarat ujrah yang pertama yaitu
hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.*

Dalam ijarah upah tidak hanya dalam pengambilan manfaat
akan tetapi juga dalam pekerjaan. Upah dalam pekerjaan dibagi
menjadi pekerjaan umum dan pekerjaan ibadah, dalam hal upah
dalam pekerjaan ibadah para ulama berbeda sudut pandang dalam
hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya
ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Madzhab Hanafi
berpendapat bahwa al-ijarah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan

kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji,

**Wahbah Az-Zuhaili, Terjemahan Figih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5 h. 400
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atau membaca Al-Qur’an yang pahalanya di hadiahkan kepada orang
tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi
muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya
mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda
Rasulullah SAW:*
“bacalah olenmu Al-Qur’an dan janganlah kamu cari makan
dengan jalan itu”
Pada hadits lain Rasullullah SAW bersabda yang artinya:
“jika kamu mengangkat seorang sebagai muadzin maka janganlah
kamu ambil (kamu beri) dan azan itu sesuatu upah™

Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa membaca Al-
Qur’an, dan dzikir adalah tergolong perbuatan tagarrub kepada
Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu
selain dari Allah.

Menurut Sayyid Sabiq, pekerjaan seperti itu batal menurut
hukum islam, karena yang membaca Al-Qur’an bila bertujuan untuk
memperoleh pahala dari Allah sedikit pun. Persoalannya kemudian
apa yang akan ia hadiahkan kepada si mayit.

b. Syarat ijarah
Adapun syarat-syarat ijarah sebagai yang ditulis Nasrun Haroen

adalah sebagai berikut:

*'Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. Figh Muamalat. Ed. 1 Cet.1 (Jakarta: Kencana,2010) h.280

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



1)

2)

3)

4)

5)

38

Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama
Syafi’iyah dan Hanabilah diisyaratkan telah baligh dan berakal,
syarat terkait dengan orang yang berakad terdapat dalam KHES
babljarah bagian kedua pasal 301 untuk menyelesaikan suatu proses
akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai
kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan Kkerelaannya
melakukan akad ijarah.

Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui sehingga tidak
muncul perselisihan dikemudian hari. Syarat terkait dengan manfaat
terdapat dalam KHES bab ijarah bagian kedua pasal 304 ayat (1)
penggunaan benda ijarah an harus dicantumkan dalam akad ijarah.
Ayat (2) apabila penggunaan ma’jur tidak dinyatakan secara pasti
dalam akad, maka benda ma’jur digunakan berdasarkan aturan
umum dan kebiasaan.

Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung
dan tidak ada cacatnya. Dalam penggunaan objek terdapat dalam
KHES bab ijarah bagian empat pasal 309 ayat (1) Musta’jir dapat
menggunakan ma’jur secara bebas apabila akad ijarah dilakukan
secara mutlak. Ayat (2) musta’jir hanya dapat menggunakan ma’jur
secara tertentu jika akad ijarah dilakukan secara terbatas.

Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Pengaturan

tentang objek ijarah harus sesuatu yang halal terdapat dalam KHES
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bab ijarah pasal 318 ayat (1) Benda yang menjadi obyek ijarah harus
benda yang halal atau mubah. Ayat (2) benda yang di ijarah harus
digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari’at. Ayat (3)
setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli dapat dijadikan
obyek ijarah.

Yang disewakan itu bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa,
misalnya menyewa orang atau untuk melaksanakan sholat untuk diri
penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan
haji penyewa. Para ulama figh sepakat mengatakan bahwa akad sewa
menyewakan seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan
kewajiban penyewa itu sendiri.

Objek sewa itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti
rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak
boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang
dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena
pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan
seperti itu.

Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang

memiliki nilai ekonomi.
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METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah
penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berusaha mencari data primer
yang diperolen secara langsung dari dinas perhubungan, dan untuk
mendukung data primer, dibutuhkan juga data dari pustaka yaitu mencari data-
data sekunder yang didapat dari menelaah dan mempelajari dokumen-
dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan-laporan dan lain
sebagainya. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar
belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok,

lembaga dan masyarakat.

40
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Penelitian lapangan (Field Research) yang mana juga dianggap
sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan
dengan mengobservasi dan langsung ke lapangan.

Untuk menyusun skripsi ini peneliti berusaha mencari data yang
diperoleh secara langsung, yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua
variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep
yang bersifat umum vyang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang
seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan
seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Penelitian ini mendes-
kripsikan suatu data terkait dengan penggunaan dan peran Dinas Perhubungan
Kota Malang terkait izin dan pengawasan jasa ojek on-line.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam peneliti ini peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian
sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna
maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang
akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri
sebagai instrumen penelitian yang menjadi salah satu ciri dari penelitian
kualitatif. Pendekatan ini dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan
masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis

penelitian dalam menguji dan menganalisis data penelitian.®

*’Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum. h.10
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Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif karena data yang
digunakan bersifat kualitatif, yaitu keterangan yang diperoleh dari Dinas

Perhubungan Kota Malang.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori

yaitu data primer dan data sekunder.

1.

Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan di
Dinas Perhubungan Kota Malang melalui observasi, dokumentasi, wawancara
kepada Bapak Oong kepala bidang angkutan, dan pengumpulan data-data
yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi sumber data primer
berupa: peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen,
sumber internet dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan
permasalahan yang diteliti.

Sumber data tersier memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris. Selain sumber data sekunder yang berasal dari bahan-
bahan hukum, penulis juga menggunakan bahan-bahan non hukum yang
dinilai relevan dengan penelitian ini, misalnya dari bidang keilmuan Filsafat

dan Sosiologi.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam bagian ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik

karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer, sekunder,

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



43

dan tersier, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan
data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara menghimpun keterangan yang dilakukan
dengan Tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka dan dengan
arah dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun macam-macam wawancara ada
dua yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur. wawancara terstruktur
adalah wawancara yang pewawancara nya menetapkan sendiri masalah dan
pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, pokok-pokok yang dijadikan dasar
pertanyaan diatur secara sangat terstruktur. Sedangkan wawancara tak
terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan terstruktur. Cirinya
kurang diintrupsi dan arbiter. Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih
dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik responden.
Dalam proses wawancara demikian kadang-kadang terjadi terwawancara atau
pewawancara sudah mengajari semua yang ada di benaknya dan apa yang
diketahuinya kepada lawan bicaranya. ** Disini peneliti menggunakan
wawancara terstruktur. Dalam hal ini pewawancara dapat menanyakan
semuanya yang berkaitan dengan ojek online di Dinas Perhubungan Kota

Malang.

*Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kulaitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.
191
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2. Observasi
Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang
diselidiki. Peneliti melakukan wawancara ini peneliti mendapatkan data-data
tentang bagaimana pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren tersebut.
3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan (paper),
tempat (place), dan kertas atau orang (people). Baik berupa buku ilmiah,
catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan.
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan
catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga
diperoleh data yang lengkap, sah bukan berdasarkan perkiraan. Dalam
penelitian sosial fungsi data dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai

pendukung dan pelengkap data primer.

D. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian di analisis dan diinterpretasikan dengan
menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara
terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun

dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.
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Adapun langkah-langkah yang di tempuh untuk menganalisis data yang
telah terkumpul adalah sebagai berikut:
1. Data reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya.

2. Data display (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan
untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan Kkerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Conclusion drawing (penarikan kesimpulan)

Langkah yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan yang menyimpulkan data untuk menjawab masing-masing

keseluruhan masalah yang diteliti.

E. Metode Keabsahan Data
Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif,
karena keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Melalui

keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) kualitatif dapat dipercayai. Peneliti
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dalam teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan Triangulasi yaitu teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data
itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi
triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan
konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan

data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang
1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Malang
Pada awalnya Dinas Perhubungan Kota Malang bernaung dalam Dinas
Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Dinas Terminal tingkat propinsi.
Seiring dengan penetapan otonomi daerah pada tahun 2000, Dinas
Perhubungan Kota Malang mulai berdiri sendiri. Saat ini, kantor Dinas
Perhubungan Kota Malang terletak diruas Jalan Raden Intan No. 1 Malang.
Letak kantor Dinas Perhubungan Kota Malang sangat strategis karena dekat
terminal Arjosari sekaligus dapat melaksanakan fungsi pengaturan,
pengendalian  dan  pengawasan  langsung  terhadap  operasional
transportasi/perhubungan darat yang terpusat di terminal tersebut. Karena itu

Terminal Arjosari berperan sebagai pintu gerbang dan cermin wajah Kota

47
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Malang, karena bagaimanapun juga masyarakat yang masuk Kota Malang

yang menggunakan transportasi darat pasti awalnya akan melihat terlebih

dahulu lingkungan Terminal Arjosari tersebut sebelum melihat keseluruhan

wilayah Kota Malang lainnya.

. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi yang didasarkan atas

surat Keputusan Walikota Malang Nomor: 55 Tahun 2012 tentang Uraian

tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang yakni:

a.

b.

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di
bidang Perhubungan.

Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi.
Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pengoperasian dan pemeliharaan terminal.

Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan ke bandara udara.
Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas.

Pengembangan dan pengelolaan perparkiran.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan.
Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan.

Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi.

. Penetapan jaringan transportasi jalan.
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n. Penyelenggaraan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-
tanda lalu lintas.

0. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan usaha di bidang
perhubungan yang meliputi jasa angkutan, pos dan telekomunikasi.

p. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perhubungan

g. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT).

r. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalak-
sanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan.

s. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dalam rangka pengelolaan suatu lembaga agar dapat berjalan dengan
baik dan lancar diperlukan suatu struktur organisasi yang tepat sesuai dengan
besar kecilnya lembaga yang merupakan tempat bagi manajemen untuk
mencapai tujuan perusahaan agar dapat diketahui garis-garis tanggung jawab

dan fungsi dari masing-masing bagian yang telah dibentuk.
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4. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas perhubungan kota malang memiliki visi terwujudnya system
transportasi yang handal dan terintegrasi dan misi meningkat kualitas system
dan transportasi aman tertib dan nyaman.

. Sasaran Tujuan Dinas Perhubungan Kota Malang

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota
Malang maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai
berikut :

a. Terwujudnya sarana dan prasarana Perhubungan;
b. Bermanfaat keselamatan berlalu lintas;

c. Terwujudnya pelayanan parkir yang tertib.

. Sejarah Berdirinya Gojek

Gojek berdiri pada tahun 2011 oleh seorang pemuda yang sangat
kreatif. Pendiri Gojek bernama Michael Anglomaron dan Nadiem makarin.
Mereka mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT Go-jek
Indonesia. Perusahaan ini bertujuan untuk menghubungkan ojek dengan
penumpang ojek. Mereka melihat para ojek pangkalan hanya menghabiskan
waktu seharian dan belum tentu mendapatkan pelanggan. Jadi mereka
membuat perusahaan ini, untuk membantu para tukang ojek mendapatkan
penumpangnya dengan lebih cepat dan efisien. Sampai sekarang tujuan
mereka memang terbukti ampuh. Tukang ojek harus lebih produktif supaya

bisa mendapat penghasilan yang lebih banyak.
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Para tukang ojek pangkalan tersebut terkadang menunggu 8 sampai 10
jam, tetapi paling hanya mendapatkan 4 sampai 7 orang penumpang saja.
Pendiri Gojek berinisiatif membuat sesuatu yang berbeda. Gojek ini
menggunakan sebuah sistem yang lebih tertata rapi. Awalnya Gojek hanya
melayani lewat call center saja, tetapi lambat laun Gojek mulai berkembang
dan membuat aplikasi Gojek. Dengan aplikasi ini, anda bisa memesan secara
online, membayar secara kredit dan mengetahui keberadaan driver yang akan
menjemput anda. inilah salah satu kelebihan dari Gojek di bandingkan dengan
ojek pangkalan lainnya.

Pada awal pendaftaran menjadi driver Gojek, akan terdapat berbagai
pelatihan. Bagaimana melayani pelanggan yang baik, tidak boleh ugal-ugalan
di jalan, mematuhi lalu lintas dan menggunakan pakaian yang safety. Pendiri
Gojek ini memang sangat mengutamakan kepuasan pelanggan. Ketika
menggunakan Gojek anda akan diberikan jaket, helm, penutup kepala dan juga
masker. Jadi memang benar-benar mematuhi lalu lintas yang ada. Selain itu
para driver Gojek juga diajari bagaimana menggunakan aplikasi Gojek, m-
bangking dan masih banyak lainnya.

Untuk keuntungan, terdapat pembagian 20/80. 20% untuk kantor dan
80% untuk driver. Terkadang para driver Gojek bisa mendapatkan 10 sampai
20 pelanggan setiap harinya. Apalagi Gojek tak hanya melayani antar jemput
orang saja. Tetapi juga bisa mengirim paket, memesan makanan dan masih
banyak lainnya. Kelebihan dari Gojek ini memang lebih banyak. Dari pendiri

Gojek ini, lahirlah sebuah sistem baru yang membantu kemacetan di Jakarta.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



53

7. Syarat pendaftaran menjadi sopir Gojek online

Pertama-tama buka web http://join.go-jek.com/go-ride. Di situ ada
formulir pendaftaran secara online. Kita harus isi data-data seperti:
a. Nama Depan
b. Nama Belakang
c. Email
d. Nomor Telepon
e. Kota
f. Dari mana Anda mendapat informasi tentang kami?
g. Apakah Anda sedang bekerja di perusahaan transportasi online motor lain?
h. Nomor Polisi Kendaraan
i. Lalu tekan tombol Submit. Kalau sudah Pihak Gojek akan langsung
memproses data pelamar.
. Syarat dan Ketentuan Mendaftar Driver Gojek:
a. Calon driver wajib memiliki android smartphone
b. Calon driver wajib memiliki SIM C aktif
c. Calon driver harus menyediakan motor dengan STNK aktif
. Cara Pemesanan Gojek
Pastikan anda sudah mempunyai aplikasi Gojek, setelah itu pilih menu
Go-ride yang ada pada aplikasi Gojek. Konsumen melakukan pemesanan ojek
melalui aplikasi Gojek dengan memasukkan alamat penjemputan dan alamat
tujuan. Informasi tarif otomatis keluar setelah kedua alamat tersebut diisi

sehingga konsumen tahu berapa ongkosnya nanti.
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Selanjutnya aplikasi Gojek akan memproses pesanan tersebut dengan
menggunakan algoritma tertentu untuk pencarian driver Gojek yang akan
mengantarkan calon penumpang tersebut.

Driver Gojek yang berhasil memenangkan bidding (menang nge-bid),
maka ia berhak mengantar penumpang. Driver Gojek akan menjemput
penumpang sesuai alamat penjemputan dan mengantarkan sampai tujuan.

Setelah sampai tujuan maka penumpang akan membayar ke driver

Gojek yaitu dengan cara cash atau kredit Gojek.

B. Praktek Penggunaan Kendaraan Roda Dua Untuk Ojek Online Di Kota

Malang

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto , yaitu peran merupakan
aspek dinamis kedudukan  (status), apabila seseorang melaksanakan hak
dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu
peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran
yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai
peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas
perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum
secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.®*

Pada hakikatnya Dinas perhubungan mempunyai peran dan fungsi, sesuai
yang tercantum dalam surat Keputusan Walikota Malang Nomor: 55 Tahun 2012

tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang, hal ini

*Soerjono Soekanto (2002:243),
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juga dapat disesuaikan dengan keberadaan Gojek Online yang khususnya di Kota
Malang, namun pada kenyataannya Dinas Perhubungan Kota Malang tidak
memberikan izin (legal) dalam penerapan Gojek Online tersebut. oleh karena itu,
gojek online tidak mempunyai naungan hukum karena tidak termasuk dalam
peranan Dinas Perhubungan Kota Malang.

Berkaitan dengan perizinan tersebut ada beberapa alasan keberadaan Gojek
online yang masih ilegal yang di paparkan oleh Bapak Oong selaku Kepala seksi
Angkutan Umum, berikut penjelasannya:

“Dinas Perhubungan Kota Malang dalam hal ini tidak bisa memberikan izin
kepada Gojek on-line karena tidak bisa mengikuti persyaratan atau Kketentuan
sebagai angkutan umum yang diantaranya harus melakukan uji berkala,
menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)/Plat Nomor kuning,
serta membayar retribusi/pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.
Mengenai pengawasan, Dinas Perhubungan Malang belum bisa melakukan

pengawasan mengingat tidak ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan untuk

melakukan pengawasan terhadap angkutan ojek on-Zine”.*

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya keberadaan
gojek on-line yang masih beroperasi dan bahkan semakin maju tidak mempunyai
regulasi yang jelas dari Dishub Kota Malang, sehingga Gojek Online tidak
mempunyai perlindungan hukum, dan resiko yang terjadi antara konsumen
dengan Driver tidak menjadi tanggung jawab Dishub.

Pada dasarnya penggunaan sepeda motor / Gojek online sebagai angkutan
umum juga menyalahi aturan karena sepeda motor tidak termasuk dalam jenis
angkutan umum hal ini dikarenakan jika dilihat dari segi keselamatan
transportasi umum, kendaraan roda dua tidak masuk dalam sarana transportasi

publik karena tidak terjaminnya keselamatan penumpang. Tidak adanya

*0ong wawancara, 5 september 2017

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



56

peraturan  pelaksanaan  sebagaimana diperintahkan, akan mengganggu
keserasian antara ketertiban dengan ketentraman di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan.

Hakikatnya keberadaan Gojek online/ sepeda motor sebagai kendaraan
bermotor roda dua memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri mengingat ojek
bisa memberi layanan door to door, dapat menjangkau lokasi sulit seperti lorong-
lorong dan jalan sempit, atau mampu melalui kemacetan. Namun kekurangannya
ojek sepeda motor dikatakan angkutan umum ilegal, karena belum adanya aturan
yang mengatur secara khusus mengenai ojek sepeda motor di dalam Undang-
Undang. Keberadaan ojek sepeda motor sendiri bisa dikatakan sangat dibutuhkan
oleh masyarakat.

Sesuai yang dikatakan, oleh bapak Oong, bahwasanya :

“Ojek sepeda motor dikatakan sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor
roda dua. Tidak diatur secara khusus mengenai sepeda motor sebagai angkutan
kendaraan bermotor umum, dikarenakan ada beberapa permasalahan dalam
administrasi pendaftaran ojek sebagai kendaraan bermotor umum di Dinas
Perhubungan ”.*®

Berdasarkan penjelasan tersebut, Gojek online merupakan media transportasi
umum yang menggunakan sepeda motor beroda dua, dan keberadaan sepeda
motor merupakan bukan alat transportasi umum melainkan transportasi pribadi
oleh karena itu, tidak ada regulasi hukum yang mengaturnya, sehingga juga tidak
ada Undang-Undang yang mengatur keberadaan sepeda motor beroda dua
tersebut. Namun, dengan adanya keberdaaan Gojek online ini sendiri sangat
mempermudah konsumen terutama di kota-kota Besar khususnya Kota Malang

yang merupakan kota pendidikan, sehingga keberadaan Gojek online ini selain

**0ong wawancara, 5 september 2017
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untuk meminimalisir tingkat pengangguran juga sebagai kebutuhan khususnya
bagi mahasiswa.

Berkaitan dengan pemaparan tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya, ojek
online memang ilegal Namun setelah adanya pernyataan Presiden Republik
Indonesia diatas muncul lagi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun
2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum
tidak dalam trayek. Dan jelas peraturan tersebut menjadi jawaban dari keraguan
tentang peraturan mengenai ojek yang berbasis online.

Selain itu, dalam Undang-Undang tersebut memberikan kemudahan untuk
penyelenggara angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi
tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang berbunyi “untuk meningkatkan
kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek,
perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi
informasi dan di ayat (2) yang berbunyi” untuk meningkatkan kemudahan
pembayaran pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, perusahaan
angkutan umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau menggunakan
aplikasi berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, sejauh ini tidak ada kepastian yang terkait
dengan peraturan kementrian no 32 tahun 2016 pada dinas perhubungan, oleh
karena itu keberadaan gojek online tidak bisa dikatakan legal karena berdasarkan
prosedurnya masih belum dalam ruang lingkup Dishub, seperti yang di katakan

oleh Bapak Oong menyatakan bahwa:
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“Ojek online belum bisa dikatakan sebagai angkutan bermotor umum, namun belum
ada aturan yang jelas mengenai ojek online, jika terjadi kecelakaan, maka yang
bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut adalah pengemudi ojek online itu
sendiri sehingga Dinas Perhubungan tidak ikut bertanggung jawab.*’

Selain itu, bapak Oong memaparkan, bahwasanya

“Ojek online belum resmi jadi angkutan umum, karena ojek online belum memenuhi
syarat-syarat pendirian perusahaan angkutan umum, karena hal tersebut akan
menjadi sumber administrasi bagi perusahaan ojek online dan Dinas Perhubungan
bisa bertanggung jawa jika terjadi kecelakaan di jalan raya maupun masalah-
masalah yang timbul di dalam ojek online itu sendiri terkait pelayanan masyarakat
sebagai kendaraan bermotor umum yang telah sah dan diakui pemerintah khususnya
Dinas Perhubungan sebagai pengelola angkutan jalan.

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan tersebut dapat di ambil kesimpulan
bahwa keberadaan gojek online sampai saat ini tidak di legal kan khususnya di
Kota Malang ini, karena dari Dinas Perhubungan sendiri tidak mengatur dan
memberikan izin kendaraan sepeda motor di jadikan sebagai kendaraan Umum,
walaupun yang telah di ketahui bahwa Gojek online menjadi kebutuhan
masyarakat, mempermudah kepentingan masyarakat sehingga gojek online tetap
beroperasi. Dinas Perhubungan tidak mempunyai pertanggung jawaban apapun
jika terjadi masalah atau kecelakaan yang di alami oleh Konsumen, karena pada
dasarnya gojek online tersebut tidak termasuk dalam pengawasan dan
perlindungan Dinas perhubungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa asas diantaranya adalah asas
yang bersifat publik yang tercantum pada pasasl 2 Undang-Undang nomor 22
tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan , yakni:

“Setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-
besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan
pengembangan per kehidupan yang ber keseimbangan bagi warga negara.”*®

*’0ong wawancara, 5 september 2017
**0ong wawancara, 5 september 2017
*Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 2
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Ojek online memang menjadi pilihan sebagian masyarakat Indonesia sebagai
jasa angkutan orang beberapa waktu terakhir, karena dengan kemudahan dan juga
background sebagai angkutan sepeda motor melaju dengan mudah tanpa macet.
Namun, jika terjadi kecelakaan Dinas Perhubungan tidak ingin bertanggung
jawab. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Bapak Oong memaparkan :

“Jika terjadi kecelakaan yang harus bertanggung jawab ya pengemudi ojek online
itu sendiri, kami selaku Dinas Perhubungan tidak ingin tahu dikarenakan memang
tidak adanya Undang-undang yang membolehkan ojek online tersebut.”™

Berkaitan dengan pemaparan Bapak Oong tersebut, Pak Reza selaku
pengemudi ojek online mengemukakan, bahwasanya:

“Pada awalnya dalam perjanjian kerja antara perusahaan ojek online dengan mitra
(pengemudi) memang adanya perjanjian, dimana kami selaku mitra menyetujui
bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian kami
merupakan tanggung jawab kami selaku pengemudi ojek online. Bahkan, dalam hal
adanya kecelakaan pun atau kehilangan barang pada saat pengantaran, tetap
menjadi tanggung jawab kami. Mau gimana lagi mbak, namanya juga mencari
nafkah untuk keluarga dan memang semenjak saya menjadi driver (pengemudi) ojek
online pendapatan saya semakin meningkar. "

Selain itu, dalam hal pembatasan tanggung jawab pihak PT gojek online
mamaparkan bahwasanya:

a) Setiap tuntutan terhadap kami dalam hal apapun oleh anda, akan dibatasi
dengan jumlah total yang sebenarnya dibayar oleh dan/atau terhutang pada
Anda ketika menggunakan Layanan selama peristiwa yang menimbulkan klaim
tersebut. Dalam hal apapun kami dan/atau pemberi lisensi kami tidak akan
bertanggung jawab kepada anda atau siapa pun atas biaya, bunga, kerusakan
atau kerugian dalam segala jenis atau bentuk(termasuk cidera pribadi,
gangguan emosi dan hilangnya data, barang, pendapatan, keuntungan,
penggunaan atau keuntungan ekonomi lainnya). Perusahaan dan/atau pemberi
lisensinya tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau cidera
yang mungkin ditimbulkan oleh atau disebabkan oleh anda atau pada setiap
orang untuk siapa anda telah memesan Layanan, termasuk namun tidak
terbatas pada kerugian, kerusakan atau cidera yang timbul dari, atau dengan
cara apapun sehubungan dengan Layanan dan/atau Aplikasi, termasuk namun

*®0ong wawancara, 5 September 2017
*'Reza wawancara, 29 Agustus 2017
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tidak terbatas pada penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan
Layanan dan/atau Aplikasi.

b) Anda secara tegas mengesampingkan dan melepaskan kami dari setiap dan
semua kewajiban, tuntutan atau kerusakan yang timbul dari atau dengan cara
apapun sehubungan dengan Penyedia Layanan. Perusahaan tidak akan
menjadi pihak dalam sengketa, negosiasi sengketa antara anda dan Penyedia
Layanan. Tanggung jawab untuk keputusan yang anda buat atas Layanan yang
ditemukan melalui Aplikasi merupakan tanggung jawab dan melekat seutuhnya
dengan dan pada anda. Anda secara tegas mengesampingkan dan melepaskan
kami dari setiap dan semua kewajiban, tuntutan, penyebab tindakan, atau
kerusakan yang timbul dari penggunaan Layanan, perangkat lunak dan/atau
Aplikasi, atau dengan cara apapun terkait dengan Penyedia Layanan yang
diperkenalkan kepada anda melalui Aplikasi.

¢) Kualitas Layanan yang diperoleh melalui penggunaan Aplikasi ini sepenuhnya
menjadi tanggung jawab Penyedia Layanan yang pada akhirnya memberikan
Layanan untuk anda. Anda memahami, oleh karena itu, bahwa dengan
menggunakan Aplikasi ini, Anda dapat dihadapkan pada transportasi yang
berpotensi berbahaya, ofensif, berbahaya bagi anak di bawah umur, tidak
aman atau tidak pantas, dan bahwa Anda menggunakan layanan atas risiko
anda sendiri.*?

Selain itu, dalam hal ganti rugi, PT gojek online memaparkan :

“Dengan menggunakan Aplikasi ini, anda setuju bahwa anda akan membela,
memberikan ganti rugi dan membebaskan kami, pemberi lisensi, afiliasi, dan
masing-masing dari petugas, direktur, komisaris, karyawan, pengacara dan agen
kami dari dan terhadap setiap dan semua klaim, biaya, kerusakan, kerugian,
kewajiban dan biaya (termasuk biaya dan ongkos pengacara) yang timbul dari
atau sehubungan dengan: (a) penggunaan Layanan dan/atau Aplikasi oleh anda,
hubungan anda dengan Penyedia Layanan, penyedia pihak ketiga, mitra,
pemasang iklan dan/atau sponsor, atau (b) pelanggaran atas atau tidak
dipatuhinya salah satu Ketentuan Penggunaan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik yang disebutkan di sini atau tidak atau (c)
pelanggaran anda terhadap hak-hak pihak ketiga, termasuk Penyedia Layanan
pihak ketiga yang diatur melalui Aplikasi, atau (d) penggunaan atau
penyalahgunaan Aplikasi. Kewajiban pembelaan dan pemberian ganti rugi ini
akan tetap berlaku walaupun Ketentuan Penggunaan dan penggunaan Situs oleh
anda telah berakhir™®

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwasanya, dalam
perjanjian kerja antara perusahaan ojek online dengan mitra (pengemudi)

membebaskan perusahaan ojek online dari segala tuntutan, gugatan, atau tindak

*Https://Www.Go-Jek.Com/Terms-And-Condition/ Diakses Tanggal 25 Oktober 2017
“Https://Www.Go-Jek.Com/Terms-And-Condition/ Diakses Tanggal 25 Oktober 2017
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hukum lainnya dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun
disediakan melalui aplikasi gojek online. Dengan kata lain jika terjadi kerugian,
kecelakaan dan lain sebagainya itu adalah tanggung jawab mitra (pengemudi) itu
sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka tentu bertentangan dengan pasal 234 ayat
(1) yang menyatakan:

“Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/ atau perusahaan

angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh

penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihka ketiga karena
kelalaian pengemudi.**

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan adanya peraturan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, maka sudah jelas bahwa pihak perusahaan ojek
online wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang ojek

online.

“Disebutkan pada pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
“Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan
minimal yang meliputi: a) Keamanan , b) Keselamatan, c) Kenyamanan,
d) Keterjangkauan, e) Kesetaraan dan, f) Keteraturan. Banyak tukang

ojek belum bisa memastikan keselamatan penumpang sehingga ojek

dinilai menyalahi aturan yang ada”.*

Pada dasarnya penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum
juga menyalahi aturan karena sepeda motor tidak termasuk dalam jenis angkutan
umum hal ini dikarenakan jika dilihat dari segi keselamatan transportasi
umum, Kkendaraan roda dua tidak masuk dalam sarana transportasi publik

karena tidak terjaminnya keselamatan penumpang. Tidak adanya peraturan

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
**Undang-undang nomor 22 tahun 2009
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pelaksanaan sebagaimana diperintahkan, akan mengganggu keserasian antara
ketertiban dengan ketentraman di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwasanya, ojek online
sampai dengan saat ini, masih tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan
angkutan umum atau angkutan umum, bukan karena ojek online merupakan
perusahaan angkutan umum atau angkutan umum yang berbasis online, melainkan
karena ojek online menggunakan alat angkut berupa sepeda motor, yang oleh
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
tidak termasuk dalam jenis kendaraan bermotor umum.

Hal ini disesuaikan dengan Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan
pasal 234 ayat (1) menyebutkan bahwa pemilik, penyedia jasa angkutan umum
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik
barang. Sedangkan pada pasal 234 ayat (1) menyebutkan bila terjadi kecelakaan
sampai terjadinya kematian maka pihak pengemudi, penyedia jasa angkutan
umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan

biaya pemakaman dengan menghilangkan tuntutan perkara pidana.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kendaraan Roda Dua
Untuk Ojek Online Di Kota Malang

Pada pembahasan ini, penulis hanya memfokuskan pada akad ijarah,
karena menurut penulis akad ijarah sangat sesuai dengan penelitian ini. Berikut

penjelasannya:
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ljarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-
iwadh arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti atau upah. ljarah menurut
bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan menurut syara’ mempunyai makna
yang sama dengan bahasa.

ljarah pada dasarnya hukumnya adalah mubah atau boleh bila
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’. Seperti

dalam Ayat al-Qur’an

_ £
|

& - u»w?‘ a6 sy O

...jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah

kepada mereka upahnya, .... (Al-Thalag:6)

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa seseorang yang telah menyusukan anak
mu maka mereka berhak atas upah. Dalam ayat ini berkaitan dengan ijarah dimana
menyusui disamakan dengan mengambil manfaat, sehingga bagi orang yang
menyusui berhak atas upah karena telah memberikan manfaat kepada yang lain.

Untuk memenuhi kebolehan dalam melaksanakan akad ijarah harus
memenuhi beberapa rukun dan syarat ijarah adapun rukun ijarah sebagai berikut:*®
1. Orang yang berakad

Dalam ojek online orang yang berakad adalah sopir ojek online dan
penumpang ojek online tersebut.

2. Sighat akad (ijab gabul)

**Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian X| BAB ljarah

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



64

Pelaksanaan sighat akad dilakukan oleh sopir ojek online dan penumpang ojek

online. Sopir yang menjemput penumpang akan bertanya mau diantarkan

kemana dan pembayaran juga sudah sangat jelas tertera di aplikasi Gojek
berapa yang harus kita bayarkan kepada sopir Gojek tersebut.
3. Upah

Dalam pelaksanaan pembayaran upah, penumpang Gojek akan membayarkan

setelah sudah sampai di tujuan yang dituju dan aplikasi Gojek itu juga sudah

tertera berapa yang harus di bayarkan penumpang kepada sopir Gojek tersebut
setelah terjadinya akad. Dalam hal ini dibenarkan karena pembayaran itu
sesuai dengan kesepakatan para pihak seperti dalam KHES pasal 307 yaitu

a. Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain
berdasarkan kesepakatan.

b. Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran
didahulukan, pembayaran setelah obyek ijarah selesai digunakan, atau di
utang berdasarkan kesepakatan.

Selain rukun juga harus memenuhi syarat untuk mendapatkan keabsahan
dalam melakukan akad. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan
akad ijarah antara lain:*’

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Dalam prakteknya ojek online
ini tidak menarget berapa usia yang ingin memesan ojek online. Akan tetapi,
yang terjadi selama ini mereka belum pernah menerima penumpang anak

dibawah umur atau yang masih tingkat SD. Seperti yang dipaparkan oleh

*’Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. Figh Muamalat. h. 279
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Bapak Reza. Sehingga, dalam pelaksanaan akad nya selama ini dibenarkan
menurut syarat yang pertama dewasa dan baligh.

. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad ijarah,
antara sopir Gojek dan penumpang.

. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul
perselisinan dikemudian hari. Dalam memanfaatkan objek ijarah yaitu sepeda
motor yang dianggap benda yang dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk
mencari rezeki dan penumpang juga bisa memanfaatkan untuk bepergian
dijemput dan diantar sesuai keinginan penumpang.

. Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak
ada cacatnya. Penggunaan objek ijarah dalam ojek online ini bisa langsung
dipesan di aplikasi Gojek kapanpun.

. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Objek ijarah haruslah
sesuatu yang dihalalkan oleh syara’, selain itu objek ijarah sesuatu yang
bernilai atau yang dapat diperjual belikan. Syarat tersebut tentang objek ijarah
harus sesuatu yang halal terdapat dalam KHES bab ijarah pasal 318

(1) benda yang menjadi obyek ijarah harus benda yang halal atau mubah

(2) benda yang diijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan
menurut syari’at.

Dalam hal ini, sistem penyewaan ojek online terdapat beberapa unsur

sistem sebagai berikut :

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



66

1. Objek dan barang yang disewakan

Objek merupakan syarat sahnya akad sewa menyewa, dalam hal ini yang
menjadi objek sewa menyewa adalah sepeda motor. Sepeda motor dianggap benda
yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan disewakan kepada penyewa. Dalam hal
objek dalam sewa ini dipaparkan dalam wawancara oleh pak Reza selaku driver
(pengemudi) ojek online sebagai berikut :

“Objek sewa ya sepeda motor mbak, sekaligus kita memberikan jasa antar/jemput
kepada konsumen mbak dengan cara melakukan pemesanan melalui aplikasi mbak.
Kalau berkaitan dengan tarif ya tergantung dekat-jauhnya mbak.

2. Kejelasan uang pembayaran

Uang pembayaran atau ujrah di dalam akad sewa menyewa ojek
online.Pembayaran dalam sistem ini sangat jelas. Seperti wawancara dengan pak
Reza:

“Pembayarannya itu sangat jelas mbak, bila konsumen nya memakai saldo gopay,
maka secara otomatis saldo gopay milik konsumen akan dipotong. Namun bila
konsumen memakai tunai/cash, ya dibayarnya ketika sudah tiba ditempat tujuan
mbak. Namun, harga/uang tersebut bukan hanya diperuntukkan kepada
driver(pengemudi) akan tetapi juga untuk perusahaan ojek online, yang mana 15%
dari harga/uang tersebut diberikan untuk perusahaan ojek online.”*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Syafii berpendapat bahwa apabila kerusakan
itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian maka pekerja itu tidak dituntut
ganti rugi sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (Murid
Abu Hanifah) berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas
kerugian dan kerusakan tersebut. berbeda tertentu kalau terjadi kerusakan diluar

batas kemampuannya seperti banjir, kebakaran , gempa dan sebagainya.

**Reza wawancara, 29 Agustus 2017
**Reza wawancara, 29 Agustus 2017
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Hal ini juga di sampaikan oleh PT Gojek terkait dengan tanggung Jawab jika
terjadi kerugian pada konsumen, yaitu:

Bentuk tanggung jawab pengemudi GO-JEK atas terjadinya kecelakaan
berupa ganti rugi kepada pihak penumpang, sedangkan PT GO-JEK
memberikan santunan musibah kecelakaan kepada seluruh pelanggan GO-JEK
yang menggunakan jasa Go-Ride (Jasa Angkutan Orang), konsumen atau penumpang
akan menerima penggantian sampai dengan Rp. 10.000.000, dan untuk biaya rumah
sakitnya sampai dengan Rp. 5.000.000, nominal tersebut dengan syarat dan
ketentuan berlaku.>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Driver gojek
online harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian dan kecelakaan yang dialami
oleh konsumen, dan tidak perlu melibatkan pihak Dinas Perhubungan, karena
seperti yang telah diketahui bahwa gojek merupakan media transportasi pribadi
bukan transportasi umum, dan tidak ada peraturan khusus yang mengatur
keberadaan gojek online tersebut, oleh karenanya Dinas perhubungan tidak
memiliki peran apapun dalam hal resiko terkait dengan gojek online tersebut.

Gojek online dalam akad ijarah (sewa menyewa) merupakan jasa dimana
hubungan ijab kabul antara konsumen dan driver itu sendiri, sehingga segala
konsekuensinya ditanggung oleh kedua belah pihak, dan tidak melibatkan Dinas
Perhubungan, namun pihak PT Gojek online memberikan perlindungan khusus
kepada Driver Gojek online.

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh PT. Gojek Online, berikut
penjelasannya:

“Dalam  perjanjian  kerja antara PT GO-JEK dengan Mitra juga
menyebutkan, dengan ini Mitra membebaskan PT GO-JEK dari segala macam
tuntutan, gugatan, atau tindak hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan
perdata maupun setiap tuntutan pidana yang dialami oleh Mitra dalam bentuk apapun

*Https://Www.Go-Jek.Com/Terms-And-Condition/ Diakses Tanggal 25 Oktober 2017
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terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui aplikasi GO-
JEK. Jika ada informasi yang dapat membantu untuk proses investigasi seperti
plat nomor, maka PT GO-JEK hanya dapat membantu sebagai mediator dalam
mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian masalah
tersebut >

>'Https://Www.Go-Jek.Com/Terms-And-Condition/ Diakses Tanggal 25 Oktober 2017
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Melihat hasil kesimpulan dan pembahasan diatas yang sudah dianalisa maka
peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan ojek online di Kota Malang sampai saat ini belum ada izinnya
oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Atas status tidak diakuinya sebagai
angkutan umum sehingga tidak bisa memperoleh izin angkutan. Pembatalan
surat pemberitahuan Menteri Perhubungan No. Um.3012/1/21/phb/2015 oleh
presiden memberikan pengecualian bagi ojek online untuk dapat beroperasi
sementara sampai pemerintah mampu menyediakan moda transportasi yang
memadai. Dinas Perhubungan Kota Malang selama ini juga belum bisa
melakukan tindakan pengawasan secara langsung terhadap keberadaan ojek

online karena beberapa hal yang menyangkut legalitas ojek online sendiri,

69
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disamping tidak ada aturan atau regulasi yang bisa dijadikan dasar tindakan
untuk melakukan pengawasan.

. Berdasarkan tinjauan akad ijarah legalitas ojek online diperbolehkan karena
sudah bisa dikatakan memenuhi syarat dan rukun ijarah, adapun syarat ijarah
itu diantaranya: orang yang berakad, sighat akad (ijab gabul), upah. Dan rukun
ijarah diantaranya: yang terkait dengan orang yang berakad, kedua belah
pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah, manfaat

objek ijarah.

. Saran

. Agar Dinas Perhubungan Kota Malang sebaiknya segera melakukan tindakan
pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan tersebut terutama dalam
rangka melakukan perlindungan bagi keselamatan penumpang pengguna jasa
ojek online. Pengawasan dapat dilakukan dengan pengaturan atau pen
himbauan kepada penyelenggara agar melakukan kualifikasi-kualifikasi
terhadap pengemudi dan kendaraan sepeda motornya.

. Agar Pemerintah Kota Malang sebaiknya ke depannya segera melakukan
pembenahan dalam mengusahakan penyediaan angkutan transportasi yang
lebih  memadai, menjangkau kebutuhan, keamanan, kenyamanan, dan
kemudahan, serta mengadopsi kemajuan teknologi dengan mengaplikasikan

pelayanan-pelayanan yang memudahkan masyarakat.
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Sekretaris Dishub Kota Malang

TAQWA\KEPADARTUN

, AN
NGGAPETERTADAPLK

BEIAVANNNEY

L ERATURS TEPRTIWAR ¢

A ERAMPIDANBER
 ISOPAN SERTANID

AN G

NG

\

N N
T IIA\VYARES

yi
i

= = RN
O

2010

Y OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

<
=

A D

D
AV

™ S
{
] H ’:‘/



PEMERINTAH KOTA MALANG
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Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. MUJI RAHAYU

NIP 0 19621216 198503 2 002

Pangkat/ Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)

Jabatan . Sekretaris

Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Kota Malang
Menerangkan bahwa :

Nama : CINTYA QONITATILLAH

N.IL M 13221056

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang
Kebangsaan . Indonesia
Alamat . JI. Raya Candi Blok 2A No. 400 RT.07 RW. 02

Klaseman Karangbesuki Malang

Yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian / Survey / Research di Dinas
Perhubungan Kota Malang pada tanggal 5 September 2017, dengan judul penelitian “ Peran Dinas
Perhubungan terhadap Legalitas Jasa Ojek online menurut Hukum Islam di Kota Malang”
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